DINASKOMUNIKASI,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

ari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

" Pemilik Reklame di ABA
Belum BaYal'Pajak :

Pantauan inf dilakukan di dua titik re-
klame yang berdiri di Jalan Abu Bakar Ali
'mvmmuww

YOGYA.TRIBUN- Forum pemantau inde-

Pemilik Reklame di
ABA Belum

® Sambungan Hal 13

Ketua Forpl Kota Yogya-
karta. Winarta menjelaskan.
pantauan dilakukan di dua
titik reklame inl berdasar-
kan informasi dari Pemkot.
Dua titik reklame diketahui

sudah diberikan ke SatPol"

PP, sehingga jika data sudah’ yang
dikantongl. harus disertal
dengan tindakan,” jelasnya.
Tindakan ini di antara-
nya dengan mengirim Su-
rat Peringatan. (SP) ferha-
dap para.pemilik atau pe-
nyelenggara reklame yang
melanggar aturan. Lang-
kah lain yang bisa dilaku-
kan oleh Sat Pul PP dengan

pemilik atau p nggara-
nya belum meml:nra.r pajak,
namun sudah diberikan su-
rat pemberitahuan terma-
suk SKPD.
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“Namun hingga kini data
dimaksud belum juga

dlben]mn oleh Pemerintah

Kota Yogyakarta, padahal,
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malnliuiaﬂ pantauan dan-

vestigasi pada 55 reklame
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Kecolongan
. Ketifa DPRD Kota Yogya-
k.nrta Sujanarko menilal

Perda baru reklame yakni
Perda nomor 2 tahun 2015 -
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memasang spanduk atau ‘lam-

bammr di reklame- mlﬂaﬂ!

“Kami ong ada-
nya transparansi informasi
terkait dengan pemilik atau
penyelenggara reklame itu
siapa. Termasuk, apakah
sudah bayar pajak atau be-
lum dan apakﬂh titik rdr.la

“Upaya penertiban jugg' - Jus
tak sebatas 13 uuk rekla- :

me; yang

mengendalikan relklame
‘Har di Kota Yogyakarta. Dia
. menilal Perda lnisiatif, ini
y mt banyak ‘pi-

BPK saja, tapi juga seluruh
reklare yang terindikasi
melanggar aturan. Upaya

me yang d
gar atau atau tidak® tqa.'.
Winarta, kemarin.

Transparansi
Dia menyebutkan. trans-
paransi informasi ini pen-
ting agar publik tahu siapa
pemilik dari reklame terse-
but, termasuk pembayaran
pajaknya. Pihaknya juga
kembali mendorong Satuan
Polisi Pamong Praja untuk
bertindak tegas terhadap re-
klame-reklame yang melang-
gar aturan.
“Data-data dari dinas atau
badan terkait sebenarnya

paksa p adalah ja-
lan akhir dan ftu memang
membutuhkan cukup wak-
tu,” jelasnya.

Pihaknya sudah pernah
meminta informasi dan data
terkait dengan adanya 55
reklame di Kota Yogyakar-
ta yang melanggar aturan,
yakni Perda Kota Yogya-
karta Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaran
Reklame yang mulai diber-
lakukan pada 18 Mei 2016.
Permintaan tersebut terjaci
pada pertengahan bulan Met
2016 lahu.
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“Banyak reklame yang tak
berizin vang masih berdiri
meskipun sudah ada Perda
Ini,” urainya.

Adanya sejumlah pelang-
garan reklame juga diakui
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta, Herl Karyawan.
Menurutnya, sefak diter-
bitkannya Perda 2/2015
tentang penyelenggaraan
reklame, masih banyak
pengajuan izin mendirikan
bangunan (IMB) namun be-
lakangan diketahui lokasi
papan reklame yang diaju-
kan berada di zona larang-

an.
Padahal, dalam aturan
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baru ‘soal reklame djtuju-

kan untuk menata Sekaligus
memperke{at izin' reklame
agar wildyah Kotd Yogya-
karta tidak menjadi hutan
reklame. “Kami belum ke-
luarkan izinnya. Kami tak
berarii karena secara teknis

‘diri di area larangan. Pihak-

“nya meminta ada upaya pe-

nertiban dari dinas terkait,

* sebelum’ pendataan ulang.

Pasalnya, beberapa kon-
struksi reklame dibangun di
taman atau trotoar yang fne-
rupakan zona

“Penertiban ini unluk
mengantisipasi kemungkin-
an adanya penyelenggara
reklame di zona larangan
yang mencoba mengelabuhi
petugas agar bisa memper-
panjang masa izinnya,” kata
Heri.

Pascapenertiban, pithak-
nya baru akan memulai pen-
dataan ulang dari konstruk-
si reklame ini. Harapannya,
seluruh reklame bisa ber-
diri sesuai aturan sehingga
Pemkot. memiliki dasar hu-
kum memungut pajak guna
menambah kas pendapatan

daerah. (ais) i
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